
Fenomena / 

Penyebab

Belum Optimalnya Konektivitas Wilayah

1. Data Kondisi Jalan mantap Tahun 2021 sebesar 88,80 % dan tahun 

2022 sebesar 88,32% dapat dilihat terjadi penurunan

2. Data Kondisi Jembatan Baik Tahun 2022 sebanyak 392 unit dan tahun 

2023 sebanyak 351 unit yang menandakan terdapat penurunan

Fenomena / 

Penyebab

Rendahnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan

1. (Nilai Laju Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Pertanian -0,6% ) Tahun 

2022

2. (Nilai Laju Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan industri 8,26% ) Tahun 

2022

3. (Nilai Laju Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Perdagangan 6,70% ) 

Tahun 2022

4. (Nilai Laju Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Pariwisata 9,90% ) 

Tahun 2022 berdasarkan hasil kajian PDRB sektor Pariwisata

Fenomena / 

Penyebab

Masih rendahnya pertumbuhan realisasi investasi Kabupaten Lumajang di 

lingkup Bakorwil V DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

(berdasarkan perbandingan tingkat pertumbuhan realisasi investasi di 

Lingkup Bakorwil V 

Fenomena

Belum Optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat

(Angka Harapan Hidup (AHH) Pemkab Lumajang sebesar 70,61 yang merupakan peringkat ke 30 dari 38 Kabupaten / Kota berdasarkan 

Provinsi Jawa Timur dalam Angka tahun 2022 (BPS, 2023)) 

Sasaran 

Kinerja

Optimalnya  Konektivitas Wilayah (CROSSCUTTING DENGAN DISHUB, 

DPUTR)

Sasaran 

Kinerja

Terciptanya ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor unggulan 

(CROSSCUTTING DKPP, DPUTR)
Sasaran Kinerja

Meningkatnya pertumbuhan realisasi investasi (CROSSCUTTING 

DENGAN DPMPTSP, DPUTR)
Sasaran Kinerja Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (CROSSCUTTING DENGAN DINKES, DPUTR)

Indikator

Indeks Konektivitas Wilayah

(RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024 Bab 1 Hal 12 Poin 2)

Indikator

1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

3. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Indikator Persentase Peningkatan realisasi investasi Indikator Indeks Kesehatan

0

Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Sasaran Kinerja Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan (CROSSCUTTING DKPP, DPUTR) Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas penataan ruang Sasaran Kinerja Meningkatnya  Layanan Infrastruktur Dasar (CROSSCUTTING DENGAN DPKP, DLH, DPUTR)

Indikator

1. Prosentase Panjang Jalan Kondisi Mantap

(Jurnal "SISTEM MANAJEMEN JALAN DAN KONDISI KERUSAKAN JALAN DI INDONESIA: SEBUAH 

KAJIAN PUSTAKA" Oleh Henri Siswanto, Hal 5, Juni 2016, Universita Brawijaya, Seminar 

Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah IX (ATPW) )

2. Prosentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik

(Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 

Tahun 2020-2024 Bab 1 Hal 3 )

Indikator

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 

2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

3. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman  Perkebunan

4. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan 

Indikator

1. Persentase Kinerja penataan ruang

(Jurnal "PENGUATAN PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG PASCA TERBITNYA 

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA" Oleh Sutaryono dkk, Hal 154-165, Vol 9 No. 2 2021, Universita 

Diponegoro, Jurnal Pengembangan Kota-Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan 

Kementrian ATR/BPN )

Indikator Indeks Layanan Infrastruktur Dasar (DPKP, DLH, DPUTR)

Fenomena / 

Penyebab

A) Pada tahun 2020 panjang jalan kondisi rusak ringan sebesar 59,91 km, kondisi rusak berat 

176,34 km, serta jumlah jembatan kondisi rusak sabanyak  33 unit ;

B) Pada tahun 2021 panjang jalan kondisi rusak ringan sebesar 92,32 km, kondisi rusak berat 

31,86 km, serta jumlah jembatan kondisi rusak sabanyak 90 unit ;

C) Pada tahun 2022 panjang jalan kondisi rusak ringan sebesar 87,68 km, kondisi rusak berat 

41,85 km. Yang bersumber dari hasil survey Bidang Bina Marga Dinas PUTR

(Sumber LKJIP Dinas PUTR Kab Lumajang)

Fenomena / 

Penyebab

A) Pada tahun 2020, jumlah panjang total jaringan irigasi dalam kondisi rusak sebesar 111789 m 

dari total panjang jaringan irigasi total 496839 m  ;

B) Pada tahun 2021 jumlah panjang total jaringan irigasi dalam kondisi rusak sebesar 106184 m 

dari total panjang jaringan irigasi total 496839 m. Yang bersumber dari hasil survey Bidang 

Sumber Daya Air Dinas PUTR.

(Sumber LKJIP Dinas PUTR Kab Lumajang)

Fenomena / Penyebab

A) Pada tahun 2021 prosentase luas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang di Kab. 

Lumajang 67,58 %;

B) Pada tahun 2022 prosentase luas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang di Kab. 

Lumajang 42,68 %.

(Sumber LKJIP Dinas PUTR Kabupaten Lumajang)

 

Fenomena / Penyebab

Masih adanya backlog rumah dengan persentase pemenuhan backlog 50,40% Tahun 2022 (Sumber data: DPKP 2023 )

A) Pada Tahun 2022, Persentase ketersediaan gedung/bangunan di wilayah daerah kabupaten sebesar 53,33%  ;

B) Pada Tahun 2021, Persentase ketersediaan gedung/bangunan di wilayah daerah kabupaten sebesar 60%.

Perlu adanya peningkatan yang komprehensif terhadap keersediaan gedung/bangunan di wilayah daerah kabupaten.

(Sumber LKJIP Dinas PUTR Kabupaten Lumajang)

Sasaran Kinerja
Menurunnya kerusakan jalan dan jembatan kabupaten 

Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Sasara Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Kawasan Tata Ruang Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Bangunan yang Layak

Indikator
1. Persentase Panjang Jalan yang Tertangani

2. Persentase jumlah jembatan yang Tertangani
Indikator Persentase Daerah Irigasi Yang Terlayani Indikator Persentase wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan Indikator

Persentase Peningkatan Kualitas Pemenuhan Hunian yang Layak

Persentase Peningkatan Kualitas Pemenuhan Gedung yang Layak

+

Indikator

1. Persentase kinerja pertanahan

(Jurnal "PENGUATAN PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG PASCA TERBITNYA UNDANG-

UNDANG CIPTA KERJA" Oleh Sutaryono dkk, Hal 154-165, Vol 9 No. 2 2021, Universita Diponegoro, Jurnal 

Pengembangan Kota-Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Kementrian ATR/BPN )

n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fenomena

A) Pada Tahun 2020 panjang jalan yang di tangani di tahun ini sepanjang 36,988 Km Dan unit 

jembatan yang ditangani sejumlah 1 unit.

B) Pada Tahun 2021 panjang jalan yang di tangani di tahun ini sepanjang 104,495 Km Dan unit 

jembatan yang ditangani sejumlah 2 unit.

C) Pada Tahun 2022 panjang jalan yang di tangani di tahun ini sepanjang 44,688 Km Dan unit 

jembatan yang ditangani sejumlah 1 unit.

Fenomena Banyaknya bangunan SDA yangnmengalami kerusakan Fenomena
Jumlah jaringan irigasi yang mengalami kerusakan tidak sebanding dengan jumlah jaringan irigasi yang 

diperbaiki 
Fenomena Masih rendahnya jumlah RDTR yang ditetapkan di Kabupaten Lumajang. Fenomena

Adanya ketidakpastian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata 

ruang kabupaten.
Fenomena

Belum Terwujudnya Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan 

RTR / RRTR yang berlaku
Fenomena / Penyebab

kurang telitinya tata kelola dokumen riwayat perolehan bidang tanah yang dimiliki ataupun dikuasai 

oleh Pemda dan administrasi tanah yang kurang tertib

Data Dinas PUTR :

Masih terdapat tanah kosong milik pemerintah di kecamatan se kabupaten lumajang yang belum 

diinevtarisasi dan termanfaatkan dengan baik. Sebanyak 

Fenomena / 

Penyebab

 Kurang telitinya tata kelola dokumen riwayat perolehan bidang tanah yang dimiliki ataupun dikuasai oleh 

Pemda, legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat) tanpa 

memperhatikan produktivitas tanah sehingga menimbulkan  Maraknya Kasus konflik pertanahan di 

Kabupaten Lumajang 

Fenomena
Belum semua bangunan gedung terbangun dengan perencanaan yang baik sesuai dengan peraturan yang ada sehingga bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten diharuskan 

terbangun sesuai dengan peraturan yang ada. (jika ada data )

Sasaran Kinerja Terlaksananya pembangunan dan pemeliharan jalan dan jembatan Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas bangunan SDA Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Sasaran Kinerja Meningkatnya ketepatan penyusunan RTRW dan RRTR Sasaran Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota yang efektif
Sasaran Kinerja

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Kinerja

Meningkatnya Kepatuhan Administrasi Pertanahan
Sasaran Kinerja Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan Sasaran Kinerja meningkatnya kualitas Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten sesuai standar

Indikator

1. Panjang jalan yang terbangun

2. Panjang jalan yang terpelihara

3. Jumlah jembatan yang terbangun

4. Jumlah jembatan yang dipelihara

Indikator Jumlah Bangunan SDA dengan kondisi baik Indikator Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Indikator
1. Jumlah dokumen RTRW sesuai standar;

2. Jumlah dokumen RRTR sesuai standar
Indikator

Persentase hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti
Indikator

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Persentase Kecamatan yang telah memiliki data peta aset pemda dan tanah kosong/tanah terlantar Indikator Persentase konflik pertanahan yang tertangani Indikator Jumlah Bangunan Gedung yang sesuai standar

3

Fenomena Belum tersedianya data kondisi jalan secara menyeluruh Fenomena Belum seluruh ruas jalan terdapat data leger Fenomena
Karena debit air yang meningkat pada Sungai / Mata Air menyebabkan kontruksi bangunan yang 

menampung air masuk kedalam Saluran Irigasi tidak dapat menahan dan mengalami kerusakan.
Fenomena Rendahnya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Fenomena

Dokumen PerencanaanRTRW  yang sudah disusun oleh pemerintah daerah dapat di 

konsultasikan dengan kementerian agar mendapatka Persetujuan Substansi Evaluasi dan 

Penetapan Ranperda RTRW

Fenomena

Belum semua lokasi permohonan terkonfirmasi dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang ada sehingga perlu adanya penyelesaian dengan 

koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

Fenomena
Masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati RTR yang 

telah ditetapkan
Fenomena Banyak tanah kosong yang belum tertib administrasi pertanahan yang tersebar di 21 Kecamatan. Fenomena

Masih banyak aset pemerintah Kabupaten Lumajang yang belum dilakukain survei, 

pengukuran dan pemetaan secara terpadu. Baru terdapat 7 Kecamatan dari 21 

Kecamatan yang telah dilakukakn Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah, yaitu 

Kecamatan Lumajang, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tekung, Kecamatan 

Randuagung, Kecamatan Klakah, Kecamatan Pasrujambe dan Kecamatan Senduro.

Fenomena
Banyaknya perkara sengketa dan konflik horisontal maupun vertikal yang melibatkan masyarakat dalam 

urusan pertanahan.
Fenomena Kurangnya SDM tenaga teknis di setiap OPD di Wilayah Kabupaten Lumajang

Sasaran Kinerja Tersedianya data kemantapan jalan dan kondisi jalan yang mutakhir di setiap tahun Sasaran Kinerja Tersedianya data leger diseluruh jalan aset kabupaten Lumajang Sasaran Kinerja Terlaksananya perbaikan intake Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemeliharaan jaringan irigasi Sasaran Kinerja Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Sasaran Kinerja

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan survei terhadap penyelenggaraan 

penataan ruang untuk meningkatkan kesesuaian lokasi permohonan 

terhadap peraturan tata ruang yang berlaku.

Sasaran Kinerja Terlaksananya Sanksi Terhadap Pelanggar Pemanfaatan Ruang Sasaran Kinerja Tersedianya data tanah kosong/Tanah Terlantar per tiap Kecamatan yang valid Sasaran Kinerja Tersediianya aset pemda yang tertib Sasaran Kinerja Tersedianya data aset pemda yang berpotensi konflik Sasaran Kinerja Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai standar 

Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan Indikator Panjang ruas jalan yang memiliki data leger jalan Indikator Jumlah intake yang diperbaiki Indikator

1. Panjang jaringan irigasi permukaan yangn dibangun

2. Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi

3. Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan

Indikator Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota Indikator Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Indikator Jumlah Dokumen Sanksi Administratif Indikator Jumlah Kecamatan yg memiliki data tanah kosong/Terlantar Indikator jumlah kecamatan yg memiliki data aset pemda Indikator Jumlah Laporan data aset pemda yang berpotensi konflik Indikator Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai standar 

Fenomena

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, diperlukan data dan informasi jalan 

yang terintegrasi maka diperlukan kegiatan pengawasan jalan  tekait kondisi jalan. Dalam 

perencanaan dan pemrioritasan penyelenggaraan jalan maka diperlukan data mutakhir kondisi 

jalan dilakukan setiap tahun.

Fenomena

Dalam upaya pemenuhan data dan informasi terkait jalan yang terintegasi 

maka pembuatan dokumen jalan bagi ruas jalan yang belum memiliki leger 

tidak dapat dihindarkan

Fenomena
Karena banjir yang membawa material atau sedimen menyebabkan kerusakan pada intake 

bangunan irigasi.
Fenomena

Karena Saluran Irigasi jika terjadi banjir banyak membawa sampah yang menyebabkan terganggunya 

penyaluran air ke lahan pertanian.
Fenomena

penyesuaian dan penyempurnaan materi teknis, raperda, dan peta Revisi RTRW dan - 

Pendampingan teknis lanjutan penyesuaian dan penyempurnaan materi teknis, raperda, dan 

peta Revisi RTRW Kabupaten Lumajang sesuai hasil evaluasi klinik, pra pembahasan lintas 

sektor; pembahasan lintas sektoral; pasca lintas sektoral; proses mendapatkan persetujuan 

substansi

Fenomena

Terdapat konflik penguasaan tanah antara kawasan permukiman yang 

berada dalam kawasan hutan selanjutnya diselesaikan dengan PPTKH 

(Penyelesaian Penugasan Tanah dalam rangka penataan Kawasan Hutan) 

sehingga batas kawasan permukiman dan kawasan hutan tersebut 

menjadi jelas

Fenomena

Masih banyak terdapat pelaku usaha baik UMK maupun non-

UMK yang lokasi usaha dan kegiatan usahanya tidak sesuai 

dengan tata ruang yang berlaku

Fenomena
Belum adanya data lapangan yang menjabarkan status tanah kosong milik Pemerintah Kabupaten 

Lumajang
Fenomena

Data aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang masih bersifat tabulasi 

data berupa KIB A dan KIB C. 
Fenomena Masih belum terdapat data pasti mengenai titik potensi konflik dan sengketa terkait pertanahan. Fenomena

banyak permohonan bantuan terkait perhitungan kerusakan bangunan yang ada sebagai bahan pertimbangan kepada pusat dan permohonan tenaga teknis sebagai tenaga perencana 

maupun pengawasan 

Sasaran Kinerja Terlaksananya survey kondisi jalan Sasaran Kinerja Tersusunnya dokumen Leger Jalan Kabupaten Sasaran Kinerja Terlaksananya pembangunan intake bangunan irigasi Sasaran Kinerja Terlaksananya pemeliharaan saluran Sasaran Kinerja Pendampingan Proses Linsek dan Persetujuan Substansi RTRW Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi PPTPKH Sasaran Kinerja Terlaksananya Penilaian KKPR dan PMPUMK Sasaran Kinerja Terlaksananya Inventarisasi data Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Sasaran Kinerja
Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi 

Tanah Pemerintah/Pemda
Sasaran Kinerja Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Sasaran Kinerja Terlaksananya kegiatan konstruksi bangunan gedung yang sesuai standar 

Indikator Dokumen Panjang Jalan yang Disurvey Kondisinya Indikator
1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikerjakan

2. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola
Indikator Jumlah intake yang dibangun pada bangunan irigasi. Indikator Panjang saluran yang terpelihara Indikator Jumlah dokumen proses Linsek dan Persetujuan Substansi RTRW Indikator 1. Jumlah laporan hasil koordinasi PPTPKH Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kesesuaian KKPR / PMPUMK Indikator Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi Indikator Jumlah Dokumen yang berisikan Peta KIB A dan KIB C Indikator Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Jumlah permohonan bantuan tenaga teknis yang ditindaklanjuti

Fenomena
Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, diperlukan data dan informasi jalan 

yang terintegrasi maka diperlukan kegiatan pengawasan jalan tekait kondisi jembatan
Fenomena

Sesuai dengan Permen PUPR NO 05 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis 

Jalan, Jembatan merupakan bangunan pelengkap yang ada untuk 

menghubungkan ruas jalan.

Pergantian Konstruksi Jembatan tidak dapat dihindari dengan 

berkembangnya kondisi pada lingkungan Kabupaten Lumajang.

Fenomena
Karena debit air yang meningkat pada Sungai / Mata Air menyebabkan kontruksi bangunan yang 

menampung air masuk kedalam Saluran Irigasi tidak dapat menahan dan mengalami kerusakan.
Fenomena

Karena Saluran Irigasi jika terjadi banjir juga banyak membawa sedimen / tanah yang nantinya akan 

mengendap didalam Saluran yang akan menyebabkan pendangkalan dan mengurangi dimensi Saluran 

Irigasi sehingga jika debit air mengalami kenaikan air akan meluap ke lahan pertanian.

Fenomena

Dokumen Perencanaan RDTR  yang sudah disusun oleh pemerintah daerah dapat di 

konsultasikan dengan kementerian agar mendapatkan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan 

Penetapan  Ranperkada RDTR

Fenomena

Forum Penataan Ruang diperlukan saat terjadinya ketidaksesuaian tata 

ruang pada pemohon sehingga dilakukan FPR bersama dengan dengan 

anggota tim FPR (DPMPTSP, DPUTR, DPKP, DLH, DKPP, Bappeda dan BPN)

Fenomena Masih banyak personil dari Badan usaha yang tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi 

Sasaran Kinerja Terlaksananya survey kondisi jembatan Sasaran Kinerja Tergantinya Jembatan Sasaran Kinerja Terbangunnya Bendung Irigasi Sasaran Kinerja Terlaksananya normalisasi jaringan irigasi Sasaran Kinerja Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi FPR Sasaran Kinerja Terlaksana Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi

Indikator Dokumen Jembatan yang Disurvey Kondisinya Indikator Jumlah Jembatan yang Diganti Indikator

Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun

Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan

Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi

Indikator Panjang jaringan irigasi yang ternomralisasi Indikator Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota Indikator 1. Jumlah laporan hasil koordinasi FPR Indikator Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang tersertifikasi

Fenomena

Dalam upaya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kabupaten maka diperlukan Perencanaan 

yang berdasarkan pada data yang valid secara teknis sehingga diperlukan data dasar sebagai 

acauan pengambilan kebijakan maupun perencanaan teknis.

Fenomena
Data Dinas :

Pada Dinas PUTR tercatat memiliki 1 Jembatan Gantung.
Fenomena

Karena sering terjadi banjir kontruksi pada Bendung mengalami kerusakan yang menyebabkan 

air tidak dapat mengalir kedalam Saluran Irigasi sehingga lahan persawahan tidak terairi.
Fenomena

Dalam Daerah Irigasi terdapat data penting terkait dari Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi serta Luas 

lahan pertanian yang diairi oleh Jaringan Irigasi yang setiap saat data tersebut dapat berubah - ubah 

sesuai kondisi yang dialami.

Fenomena
Dokumen Perencanaan RDTR yang sudah di rencanakan dapat diajukan persetujuan substansi 

dan evaluasi, untuk mendapatkan Persub dibutuhkan bimtek dan klinik
Fenomena

Terdapatnya indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh pemohon 

sehingga dibutuhkan pengawasan dan pengendalian tata ruang
Fenomena Kebutuhan data harga barang dan jasa terkait kegiatan konstruksi guna sebagai dasar penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan konstruksi 

Sasaran Kinerja
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Sasaran Kinerja Terlaksananya penggantian jembatan Sasaran Kinerja Terlaksananya pembangunan Dam Sasaran Kinerja Terlaksananya updating data E-PAKSI Sasaran Kinerja Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR Sasaran Kinerja Terlaksananya survei SITR Sasaran Kinerja Terlaksananya Penyusunan dokumen standar satuan harga pekerjaan konstruksi

Indikator
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun
Indikator Jumlah Jembatan kabupaten yang Diganti Indikator Jumlah bendung irigasi yang dibangun pada jaringan irigasi Indikator Jumlah paket updating data E-PAKSI Indikator Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan RDTR Indikator 1. Jumlah dokumen hasil survei SITR Indikator Jumlah dokumen standar satuan harga pekerjaan konstruksi yang tersusun

Fenomena

Kegiatan BKK Infrastruktur yang dilaksanakan setiap tahun memerlukan pengawasan tekait 

lokasi kegiatan, kelayakan struktur dan kelengkapan administrasi sesuai dengan Peraturan 

Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2021

Fenomena

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, maka untuk 

mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Jalan diperlukan Peningkatan 

Konstruksi Jalan dengan struktur yang lebih baik atau jalan dengan nilai 

kemantaban Rusak Berat.

Fenomena
Terdapat Saluran Irigasi yang mengalami kerusakan berat dengan nilai yang rendah yang sangat 

berdampak oleh penyaluran air ke lahan pertanian.
Fenomena

Dokumen Perencanaan Ranperkada RDTR  yang sudah disusun oleh pemerintah daerah dapat 

di konsultasikan dengan kementerian - kementerian  lain yang dilakukan dengan forum lintas 

sektor agar mendapatkan Persetujuan Substansi

Fenomena
Belum efisien dan efektifnya pengelolaan tata ruang yang sudah ada 

sehingga dibutuhkannya digitalisasi untuk percepatan.
Fenomena Masih ditemukan mutu pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai standar dan tidak menerapkan K3 Konstruksi sesuai standar 

Sasaran Kinerja Terverifikasi serta termonitoring dan terevaluasinya dokumen BKK Sasaran Kinerja Terekonstruksinya Jalan Sasaran Kinerja Terlaksananya penanganan darurat jaringan irigasi Sasaran Kinerja
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan 

masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi
Sasaran Kinerja

Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan 

komunikasi penataan ruang
Sasaran Kinerja Terlaksananya Pengawasan SMKK terhadap Penyelenggaraan Konstruksi di wilayah Kabupaten Lumajang 

Indikator
1. Jumlah dokumen verifikasi BKK

2. Jumlah dokumen BKK yang temonitor dan terevaluasi
Indikator Panjang Jalan yang Direkonstruksi Indikator Panjang jaringan irigasi yang dilakukan penanganan darurat Indikator Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Jumlah Pengawasan SMKK terhadap Penyelenggaraan Konstruksi di wilayah Kabupaten Lumajang yang di tindaklanjuti 

Fenomena
RUMIJA sebagai bagian dari jalan harus dilakukan pengontrolan untuk memastikan fungsi jalan 

tetap berjalan dengan layak
Fenomena

Data Dinas :

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kondisi Jalan tahun 2024 kondisi jalan 

dengan konstruksi lapen sepanjang 177.28 Km, Kerikil 41.68 Km dan Tanah 

6.88 Km.

adapun Jalan dengan kondisi Rusak Berat sepanjang 56,13 Km

Fenomena

Karena sering terjadinya banjir yang menyebabkan Intake pada kontruksi Bangunan Air mengalami 

kerusakan dan bahan yang digunakan menggunakan material logam rawan untuk rusak jika terkena air 

secara berkala.

Fenomena
Pendampingan dan penyusunan dokumen perencanaan Ranperkada , Materi Teknis dan Peta  

ke kementerian dalam rangka mendapatkan Persub
Fenomena

Belum efisiennya waktu dan proses dalam sistem permohonan SITR yang 

sudah ada sehingga dibutuhkannya digitalisasi untuk percepatan.
Fenomena Belum ada dan di tetapkannya peraturan daerah yang mengatur terkait jasa konstruksi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan konstruksi

Sasaran Kinerja Tersusunnya SKR Pemanfaatan Rumija Sasaran Kinerja Terlaksananya Peningkatan Jalan Sasaran Kinerja Terlaksananya pemeliharaan pintu air Sasaran Kinerja Terlaksananya pendampingan persub RDTR Sasaran Kinerja Tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Sasaran Kinerja Terlaksananya penyusunan dan penetapan peraturan terkait Jasa Konstruksi

Indikator Jumlah dokumen penyusunan SKR Pemanfaatan RUMIJA Indikator Panjang jalan yang dilakukan peningkatan jalan Indikator Jumlah pintu air yang dipelihara Indikator Jumlah dokumen pendampingan persub RDTR Indikator Jumlah dokumen tersedianya sistem informasi tata ruang Indikator Jumlah dokumen produk hukum jasa konstruksi yang telah tersusun dan ditetapkan

Fenomena
Dalam upaya Penyelenggaraan Jalan diperlukan Dokumen Teknis sebagai data dasar 

pengambilan kebijakan dan perencanaan
Fenomena

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jalan  perlu dilakukan perencanaan 

teknis yang dibuat oleh tenaga tersertifikasi sehingga dapat menghasilkan 

Rekonstruksi yang sesuai dengan ketentuan Manual Desain Perkerasan Jalan

Fenomena

Dalam Daerah Irigasi terdapat tanah dengan luasan tertentu yang menjadi Kewenangan Pemerintah 

Daerah dan dikelola oleh Masyarakat dengan membayar Pajak / Retribusi setiap tahunnya sesuai 

peraturan yang ada.

Fenomena

 Perencanan RDTR dalam satu Wilayah Perencanaan Kecamatan membutuhkan Dokumen 

Orthorektifikasi , Peta dasar, Materi Teknis dan Ranperkada agar dapat diajukan ke kementerian 

untuk mendapatkan Pendampingan Bimbingan Teknis

Fenomena
Ranperda RTRW yang sudah ditetapkan dapat di sosalisasikan dan 

diumumkan terhadap Pemangku kepetingan dan masyarakat atau publik
Fenomena Hasil rapat koordinasi dengan stakeholder bahwasanya ada beberapa bangunan gedung negara yang perlu penanganan konstruksi

Sasaran Kinerja Terkonsultasinya penilaian sewa aset, nilai tanah, perhitungan LHR jalan, dan aset jembatan. Sasaran Kinerja Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan Sasaran Kinerja Optimalnya penagihan SKR atau sewa tanah pengairan Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Sasaran Kinerja
Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada 

pemangku kepentingan
Sasaran Kinerja Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penanganan secara Berkala

Indikator

1. Jumlah dokumen Konsultansi Penilai Sewa Aset

2. Jumlah dokumen Konsultansi Penilai Nilai Tanah

3. Jumlah dokumen Konsultansi Perhitungan LHR Jalan

4. Jumlah dokumen Konsultansi Penilai Aset Jembatan

Indikator Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan Indikator Jumlah dokumen penagihan SKR atau sewa tanah pengairan Indikator Jumlah dokumen rencana Tata ruang yg disusun Indikator Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi Indikator Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala

Fenomena
Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, maka untuk mewujudkan tujuan 

Penyelenggaraan Jalan diperlukan Pembangunan Jalan baru.
Fenomena

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan dalam Rekonstruksi perlu 

dilakukan analisis dampak dari pembangunan terhadap lingkungan sekitar 

yang dibuat oleh tenaga tersertifikasi sehingga Penyelenggaraan Jalan dapat 

berjalan sesuai dengan ketentuan.

Fenomena
Karena dalam Sistem Jaringan Irigasi terdapat banyak faktor yang perlu diketahui oleh Tenaga Operasi 

dan Pemeliharaan seperti Pembagian Debit Air sesuai luas lahan dan Pengoperasian Bangunan Air.
Fenomena

Peta dasar digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peta tematik yang digunakan dalam 

penyusunan peta rencana tata ruang sebagai bahan pertimbangan pengumpulan data dan 

Informasi penyusunan RDTR suatu Wilayah Perencanaan 

Fenomena
Ranperkada RDTR  yang sudah ditetapkan dapat di sosalisasikan dan 

diumumkan terhadap Pemangku kepetingan dan masyarakat atau publik
Fenomena adanya usulan terkait bangunan yang perlu dilakukan penanganaan konstruksi

Sasaran Kinerja Terbangunnya Jalan Sasaran Kinerja Terlaksananya UKL UPL Rekonstruksi Jalan Sasaran Kinerja Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sasaran Kinerja Terlaksananya penyesuaian dan validasi peta dasar Sasaran Kinerja Terlaksananya sosialisasi kebijakan RDTR Sasaran Kinerja Terlaksananya kegiatan penanganan konstruksi gedung negara 

Indikator Panjang Jalan yang Dibangun Indikator Jumlah dokumen UKL UPL Rekonstruksi Jalan Indikator Jumlah kegiatan bimbingan teknis Tenaga Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Indikator Jumlah dokumen penyesuaian dan validasi peta dasar Indikator
Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 

kebijakan RDTR
Indikator Jumlah usulan yang di tindaklanjuti 

Fenomena

Data Dinas :

Pada tahun 2021 terjadi erupsi Gunung Semeru yang membuat wilayah Kecamatan 

Tempursari dan Pronojiwo terisolasi dikarenakan satu-satunya akses jalan yang menuju 

wilayah tersebut putus.

Fenomena

Geografis Kabupaten Lumajang yang terdiri dari gunung hingga pantai 

sehingga pembangunan bangunan penunjang berbentuk talud atau dinding 

penahan tanah tidak dapat dihindari.

Fenomena
Karena dalam pengelolaan irigasi perlu adanya peraturan peraturan yang bisa digunakan sebagai 

panduan dan acuan sehingga bisa terwujud sistem irigasi yang baik
Fenomena

Untuk menghasilkan Peta Dasar, Perlu diadakannya Orthorektifikasi dan uji akurasi citra resolusi 

tinggi sehingga citra terkoreksi secara geometrik dan diketahui nilai ketelitian citra untuk 

pembuatan peta dasar.

Fenomena

Dokumen tata ruang sebagai produk hasil dari kegiatan perencanaan 

ruang berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah 

terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang. 

Dokumen kebijakan pelaksanaan penataan ruang selain RTRW dapat 

dipergunakan jika dokumen RTRW tidak ada

Fenomena Kurangnya SDM tenaga teknis pada OPD di Wilayah Kabupaten Lumajang

Sasaran Kinerja Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten Sasaran Kinerja Terlaksananya pembangunan talud Sasaran Kinerja Terlaksanannya penyusunan dan penetapan perda irigasi Sasaran Kinerja Terlaksananya Penyusunan Orthorektifikasi dan uji akurasi Peta Sasaran Kinerja
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain 

RTRW Kabupaten/Kota
Sasaran Kinerja Terlaksananya Bantuan Teknis Konstruksi untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota

Indikator Panjang Jalan kabupaten yang telah dibangun Indikator Panjang talud yang dibangun Indikator Jumlah dokumen perda irigasi Indikator Jumlah dokumen Orthorektifikasi dan uji akurasi Peta yang tersusun Indikator Jumlah Dokumen Kebijakan Perda / Perkada selain RTRW/RDTR Indikator Jumlah Bantuan Teknis Konstruksi yang di tindaklanjuti 

Fenomena

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, maka untuk mewujudkan tujuan 

Penyelenggaraan Jalan diperlukan pemeliharaan jalan secara rutin untuk jalan dengan  kondisi 

baik guna mempertahankan kondisi jalan.

Fenomena

Sesuai dengan Permen PUPR NO 05 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis 

Jalan, Jembatan merupakan bangunan pelengkap yang ada untuk 

menghubungkan ruas jalan.

Pembangunan struktur baru dengan Nilai Kelayakan jembatan 4-5 harus 

dilakukan guna mencapai tujuan dari Penyelenggaraan Jalan.

Fenomena Kurang Optimalnya Kinerja Lembaga Fenomena

Setelah materi teknis disusun, Pemerintah daerah perlu meyusun Ranperkada dan kajian 

kebijakan yang bersumber dari materi teknis dan ranperkada menjadi bagian dari dokumen 

perencanaan untuk mendapatkan persetujuan substansi

Fenomena
Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang diperlukan 

untuk mendetailkan kebijakan arahan pelaksanaan tata ruang 
Fenomena Banyak permohonan bantuan untuk penyesuaian dokumen perencanaan agar sesuai dengan standar yang ada 

Sasaran Kinerja Terpeliharanya Jalan Secara Rutin Sasaran Kinerja Terbangunnya Jembatan Sasaran Kinerja Optimalnya Kinerja Lembaga Sasaran Kinerja Terlaksananya penyusunan Ranperkada dan Kajian Kebijakan RDTR Sasaran Kinerja Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang Sasaran Kinerja Terlaksananya Verifikasi Teknis Penyelenggaraan Konstruksi

Indikator Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Indikator Jumlah jembatan yang dibangun Indikator Jumlah lembaga yang aktif Indikator Jumlah dokumen Ranperkada dan Kajian Kebijakan RDTR yang tersusun Indikator
Jumlah Dokumen Kebijakan Perda / Perkada selain RTRW/RDTR yang 

disusun
Indikator Jumlah dokumen Perencanaan Konstruksi yang di verifikasi 

Fenomena
Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kondisi Jalan tahun 2024 maka kondisi jalan dengan 

status baik yakni 320,47 Km
Fenomena

Data Dinas :

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kondisi Jembatan tahun 2024 maka 

kondisi Jembatan dengan Nilai Kelayakan 4-5 yaitu 15 Unit.

Fenomena
Karena terdapat beberapa Petani yang tidak menjalankan sistem pembagian air yang benar dan 

mengurangi penyaluran air ke lahan pertanian yang lain.
Fenomena

Materi teknis merupakan bahan yang menjadi

landasan spasial pembangunan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang 

dilengkapi dengan peraturan zonasi sebagai dasar pemberian izin dan

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

Sasaran Kinerja Terlaksananya pemeliharaan jalan kabupaten secara rutin Sasaran Kinerja Terlaksananya pembangunan jembatan Sasaran Kinerja Terlaksananya Monitoring Operasi  Jaringan Irigasi Sasaran Kinerja Terlaksananya penyusunan Review Matek RDTR

Indikator Panjang jalan kabupaten yang dipelihara secara rutin (Ngapling) Indikator Jumlah jembatan baru yang dibangun Indikator Jumlah kegiatan Monitoring Operasi  Jaringan Irigasi Indikator Jumlah dokumen Review Matek RDTR yang tersusun

Fenomena

Sesuai dengan Permen PUPR NO 05 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan, Jembatan 

merupakan bangunan pelengkap yang ada untuk menghubungkan ruas jalan.

Rehabilitasi struktur jembatan dengan Nilai Kelayakan jembatan 2-3 harus dilakukan guna 

mencapai tujuan dari Penyelenggaraan Jalan.

Fenomena

Sesuai dengan Permen PUPR NO 05 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis 

Jalan, Jembatan merupakan bangunan pelengkap yang ada untuk 

menghubungkan ruas jalan.

Pemeliharan struktur jembatan dengan Nilai Kelayakan jembatan 0-1 harus 

dilakukan guna memelihara kondisi struktur jembatan dan mencapai tujuan 

dari Penyelenggaraan Jalan.

Fenomena
Banyak Petani yang tergabung dalam suatu Organisasi tetapi tidak faham akan manfaat dan tujuan 

dibentuknya Organisasi tersebut.
Fenomena

dokumen KLHS memperlancar proses untuk persetujuan substansi dengan cara melakukan 

fasilitasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait sekaligus melengkapi persyaratan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan agar proses legalisasi Peraturan Kepala Daerah 

Sasaran Kinerja Terehabilitasinya Jembatan Sasaran Kinerja Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala Sasaran Kinerja Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan HIPPA Sasaran Kinerja Terlaksananya penyusunan Dokumen KLHS

Indikator Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi Indikator Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala Indikator Jumlah kegiatan Pelatihan dan Pembinaan HIPPA Indikator Jumlah dokumen KLHS RDTR WP Kecamatan

Fenomena

Data Dinas :

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kondisi Jembatan tahun 2024 maka kondisi Jembatan 

dengan Nilai Kelayakan 2-3 yaitu 360 Unit.

Fenomena

Data Dinas :

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kondisi Jembatan tahun 2024 maka 

kondisi Jembatan dengan Nilai Kelayakan 0-1 yaitu 58 Unit.

Fenomena

Karena adanya Saluran irigasi yang tidak dapat menampung debit air maka menyebabkan melimpas / 

maluapnya air ke lahan persawahan sehingga beberapa lahan persawahan terendam air dan 

menyebabkan gagal panen.

Fenomena

 Perencanan RTRW  membutuhkan Dokumen Orthorektifikasi , Peta dasar, Materi Teknis dan 

Ranperda agar dapat diajukan ke kementerian untuk mendapatkan Pendampingan Bimbingan 

Teknis

Sasaran Kinerja Terehabilitasinya Jembatan Kabupaten Sasaran Kinerja Terlaksananya pemeliharaan Jembatan kabupaten Secara Berkala Sasaran Kinerja Terlaksananya pembangunan parapet Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Indikator Jumlah Jembatan Kabupaten yang Direhabilitasi Indikator Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala Indikator
Panjang parapet yang dibangun

Panjang parapet yang direhab
Indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota

Fenomena

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, maka untuk mewujudkan tujuan 

Penyelenggaraan Jalan diperlukan Perbaikan Konstruksi Jalan pada Jalan dengan nilai 

kemantaban Rusak Ringan.

Fenomena Karena sering terjadi banjir yang mengakibatkan debit air meluap Fenomena
belum adanya dokumen  Peninjauan Kembali dan Revisi penyempurnaan materi teknis, 

raperda, dan peta RTRW Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku 

Sasaran Kinerja Terehabilitasinya Jalan Sasaran Kinerja Terlaksananya bangunan pengaman banjir Sasaran Kinerja Revisi RTRW Kabupaten Lumajang

Indikator Panjang Jalan yang Direhabilitasi Indikator Panjang bangunan parapet yang dibangun Indikator Jumlah dokumen revisi RTRW

Fenomena

Data Dinas :

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kondisi Jalan tahun 2024 kondisi jalan didapatkan 

kondisi jalan Rusak Ringan  sepanjang 138.24 Km

Fenomena
Terdapat kerusakan pada Saluran Irigasi yang harus segera dibangun dalam keadaan darurat dengan 

kontruksi Non Permanen.
Fenomena

belum adanya dokumen Peninjauan kembali yang mencakup kondisi faktual dengan indikasi 

program yang ada dan revisi penyempurnaan materi teknis, raperda, dan peta RRTR di 

Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku

Sasaran Kinerja Terlaksananya rehabilitasi jalan kabupaten Sasaran Kinerja Terlaksananya pemasangan bronjong Sasaran Kinerja Jumlah dokumen Peninjauan Kembali dan revisi RRTR

Indikator Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi Indikator Panjang Bronjong yang dipasang Indikator Jumlah dokumen Peninjauan Kembali dan  revisi RRTR

Fenomena

Sejalan dengan persyaratan pada Desain Manual Perkerasan Jalan disetiap jalan harus 

memiliki saluran drainase sebagai sarana penunjang jalan untuk mengalirkan aliran air 

sehingga tidak terjadi genangan pada badan jalan yang berpotensi merusak konstruksi jalan 

dan membuat jalan tidak bertahan hingga umur rencana.

Fenomena Karena sering terjadi banjir mengakibatkan banyak tanggul pada jaringan irigasi yang mengalami longsor

Sasaran Kinerja Terlaksananya Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Sasaran Kinerja Terlaksananya pembangunan bronjong

Indikator Panjang Drainase/Gorong-gorong yang terbangun Indikator Panjang bronjong yang dibangun

Fenomena

Dalam pengajuan DAK Fisik, IJD maupun Dana lain selain dana dari APBD memiliki persyaratan 

teknis kompleks yang perlu penanganan tenaga ahli tersertifikasi dan berpengalaman di dalam 

Dinas PUTR guna mendapatkan advis yang sesuai dalam pelaksanaannya.

Sasaran Kinerja Terlaksananya Konsultan Individu

Indikator Jumlah dokumen hasil konsultan individu

Fenomena

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jalan  perlu dilakukan perencanaan teknis yang dibuat 

oleh tenaga tersertifikasi sehingga dapat menghasilkan Rehabilitasi yang sesuai dengan 

ketentuan Manual Desain Perkerasan Jalan.

Sasaran Kinerja Terlaksananya perencanaan rehabilitasi jalan

Indikator Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi

Fenomena

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan dalam Rehabilitasi perlu dilakukan analisis dampak 

dari pembangunan terhadap lingkungan sekitar yang dibuat oleh tenaga tersertifikasi sehingga 

Penyelenggaraan Jalan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Sasaran Kinerja Terlaksananya konsultansi UKL-UPL rehabilitasi jalan

Indikator Jumlah dokumen konsultansi UKL-UPL rehabilitasi jalan

Belum Optimalnya Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan dengan berdasarkan 

data Produktivitas Pertanian Tahun 2022 oleh BPS Lumajang

Ketersediaan air irigasi belum optimal dengan Data Dinas PUTR yakni :

A) Pada tahun 2020, jumlah panjang total jaringan irigasi dalam kondisi rusak sebesar 111789 m 

dari total panjang jaringan irigasi total 496839 m  ;

B) Pada tahun 2021 jumlah panjang total jaringan irigasi dalam kondisi rusak sebesar 106184 m 

dari total panjang jaringan irigasi total 496839 m.

Fenomena / Penyebab

Fenomena / Penyebab

Dalam Hukum Tanah Nasional yang diatur dalam undang-undang No.  5  Tahun 1960, secara tersirat 

ditetapkan bahwa Kewenangan di bidang Pertanahan merupakan    Kewanangan Pemerintah Pusat. 

Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam PP No. 38 Tahun 2007 

ditetapkan bahwa ada 9 kewenangan di   bidang Pertanahan yang di serahkan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Kewenangan di bidang Pendaftaran Tanah tetap dilaksanakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional.

Fenomena yang terjadi di lumajang yakni Masih rendahnya tanah aset pemda yang terdata.

Data Dinas PUTR Kab. Lumajang menunjukkan bahwa dari 21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang hanya 

5 kecamatan yang terdata, 5 kecamatan terdebut yakni Kec. Lumajang, Kec. Klakah, Kec. Randuagung, 

Kec. Senduro, Kec. Pasrujambe

Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 27 Tahun 2020, bahwa masih rendahnya kualitas 

substansi tata ruang, rendahnya jumlah produk tata

ruang detail (RDTR) sebesar 2,93% dari total 1.838 dokumen target tata ruang detail selama 

kurun waktu 5 tahun. Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara 

lengkap. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu didukung dengan penyusunan instrumen yang 

dapat dijadikan acuan dan jaminan kepastian

hukum dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Instrumen lengkap pengendalian 

pemanfaatan ruang yang dimaksud berupa peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan 

disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Data Dinas PUTR Lumajang Bidang Tata Ruang yakni :

A) Pada tahun 2021 prosentase luas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang di Kab. 

Lumajang 67,58 %,

B) Pada tahun 2022 prosentase luas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang di Kab. 

Lumajang 42,68 %.

C) Penurunan persentase luas wilayah disebabkan karena adanya penyusunan formulasi kinerja

Fenomena

Belum Optimalnya  Layanan Infrastruktur Dasar

(Data Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Tahun 2022 (0.52 dari 1))

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN LUMAJANG

Fenomena / 

Penyebab

Banyak jalan dan jembatan dalam kondisi rusak. 

Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020, bahwa total Panjang jaringan jalan 

mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, 

dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km. Dari 

aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional 

yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 

92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru 

mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. 

Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan 

jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam 

mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.

Data Dinas yakni :

A) Pada tahun 2020 panjang jalan kondisi rusak ringan sebesar 59,91 km, kondisi rusak berat 

176,34 km, serta jumlah jembatan kondisi rusak sabanyak  33 unit ;

B) Pada tahun 2021 panjang jalan kondisi rusak ringan sebesar 92,32 km, kondisi rusak berat 

31,86 km, serta jumlah jembatan kondisi rusak sabanyak 90 unit ;f

C) Pada tahun 2022 panjang jalan kondisi rusak ringan sebesar 87,68 km, kondisi rusak berat 

41,85 km. Yang bersumber dari hasil survey Bidang Bina Marga Dinas PUTR

Fenomena / 

Penyebab
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Keterkaitan hubungan indikator berdasarkan data 

Kemantapan Jalan Nasional di Indonesia dari tahun 2022

-(Sumber data : Direktorat Bina Teknik Jalan dan 

Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga (Maret 2023))

Keterkaitan hubungan indikator berdasarkan data 

Modul 9 tentang Kinerja Sistem Irigasi PUSAT 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR 

DAN KONSTRUKSI Kementrian PUPR 2017 bahwa 

laporan finas kinerja irigasi terdiri atas Indeks 

Kinerja Sistem Irigasi (Utama) dan Indeks 

Kondisi Jaringan Irigasi (Utama) yang saling 

berkaitan.

Fenoma dapat disebabkan oleh hal 
tersebut karena faktor-faktor 
(termasuk bobotnya) yang dapat 
digunakan sebagai kriteria umum 
dalam penentuan prioritas 
penanganan jalan. Faktorfaktor 
tersebut adalah potensi kerugian 
masyarakat (0,51), potensi 
pengembangan wilayah (0,31) dan 
kondisi jalan (0,19) sehingga akan 
mempengaruhi kemantapan jalan dan 
waktu penanganannya. (Jurnal Teknik 
Sipil FTSP Universitas Trisakti, FAKTOR 
KUNCI DALAM PENENTUAN 
PRIORITAS PENANGANAN 
KERUSAKAN JALAN, Bambang E. 
Yuwono dkk, 2014)

Fenomena dapat disebabkan oleh hal 
tersebut karena Nilai Indeks Kinerja 
Sistem Irigasi (IKSI) untuk Daerah Irigasi 
dinilai dari pada aspek prasarana fisik 
aspek produktivitas tanam, aspek sarana 
penunjang O&P, aspek organisasi 
personalia, aspek dokumentasi dan 
aspek P3A sehingga Daerah Irigasi 
memiliki nilai baik atau kurang 
didasarkan juga pada kondisi jaringan 
irigasinya. (Jurnal Teknologi dan 
Rekayasa Sumber Daya Air FT 
Universitas Brawijaya, Analisa Indeks 
Kinerja Sistem Irigasi D.I. Amandit 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 
Menggunakan Epaksi, Oleh Ilham Adi 
Kresnanto dkk, Vol. 3 No. 1 (2022) p. 
046-056) 

Keterkaitan hubungan indikator 

berdasarkan data Kepmendagri Nomor 

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 

2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan 

inventarisasi, pemutakhiran klasifikasi, 

kodefikasi, dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah.

Keterkaitan hubungan indikator berdasarkan data Kepmendagri Nomor 

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi 

dan inventarisasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Keterkaitan hubungan indikator berdasarkan data Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi, pemutakhiran klasifikasi, 

kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

MAKA

MAKA

JIKA

Keterkaitan hubungan indikator berdasarkan LKJ Dirjen 

Pengendalian dan penertiban tanah dan ruang tahun 2022 

bahwa dalam sasaran strategisnya yakni Peningkatan Kualitas 

dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib 

Tata Ruang memiliki indikator Indeks Penyelenggaraan 

Penataan Ruang dimana wilayah yang sesuai dengan rencana 

tata ruang

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut terdapat 
temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi belum 
optimal, sumber daya yang minim, konsistensi pelaksanaan 
belum tercapai secara baik, belum ada RDTL dan lemahnya 
penindakan hukum. (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Brawijaya, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM 
PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, Oleh 
Darmawati dkk, Vol. 4, No. 2 (2015))

Keterkaitan hubungan indikator 

berdasarkan data Kepmendagri 

Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 tahun 2021 tentang hasil 

verifikasi, validasi dan inventarisasi, 

pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, 

dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan dan keuangan 

daerah.

Keterkaitan hubungan indikator 

berdasarkan data Kepmendagri Nomor 

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 

tentang hasil verifikasi, validasi dan 

inventarisasi, pemutakhiran klasifikasi, 

kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah.

Keterkaitan hubungan indikator berdasarkan 

data Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, 

validasi dan inventarisasi, pemutakhiran 

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan keuangan 

daerah.
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